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Abstrak

Suatu daerah yang memiliki hak otonom pastilah memiliki karakteristik khusus
dalam hal pengaturan pemerintahan terhadap wilayahnya yang lebih dikenal dengan
kewenangan. Kewenangan khusus suatu daerah membuat daerah tersebut menjadi unik
dalam beberapa bidang terutama yang paling mencolok adalah bidang pertanahan.
Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki karakter khusus dalam bidang
pertanahan adalah Kota Batam.

Kota Batam adalah salah satu kota yang terletak di dalam gugusan Kepulauan
Riau, yang unik dan spesial dari Kota Batam adalah adanya BP Batam dahulu disebut
Otorita Batam selaku lembaga non departemen yang ditunjuk langsung oleh
pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 untuk mengelola
Kota Batam termasuk mengelola tanah di Kota Batam dengan cara mengalokasikan
kepada pihak ketiga. Pihak ketiga yang ingin mendapatkan alokasi tanah wajib
mengajukan permohonan kepada BP Batam, jika disetujui maka akan dilanjutkan
dengan pembayaran UWT, setelah pihak ketiga melakukan pembayaran UWT, pihak
BP Batam akan menerbitkan PL, SPPT, SKPT dan rekomendasi pendaftaran tanah
guna dilanjutkan proses selanjutnya berupa pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan
Kota Batam.

Pendaftaran tanah di Kota Batam dapat dilakukan secara pertama kali yang disebut
juga secara sporadik atau dengan cara sistematik melalui program PTSL. Pada sistem
pendaftaran pertama kali atau sporadik setelah pihak ketiga menerima PL, SPPT dan
SKPT serta rekomendasi dari BP Batam dapat langsung mendaftarkan tanahnya pada
Kantor Pertanahan Kota Batam guna proses persertipikatan. Pendaftaran tanah pada
sistem sertipikat PTSL di Kota Batam berbeda dengan daerah-daerah di Indonesia pada
umumnya. Pada sertipikat PTSL di Kota Batam sebelum melakukan proses
pendaftaran, pihak Kantor Pertanahan akan mengajukan rekomendasi kolektif kepada
BP Batam, tanpa surat rekomendasi tersebut sertipikat PTSL tidak dapat diproses oleh
Kantor Pertanahan Kota Batam. Pada dasarnya pendaftaran tersebut demi menjamin
kepastian hukum, kemanfaatan bagi pengguna sertipikat, dan tercapainya tujuan
hukum dalam pendaftaran tanah.

Perjalanan proses pendaftaran dan penerbitan sertipikat tidak selalu berjalan
mulus, gugatan dari pihak lain yang merasa memiliki atas tanah yang telah terbit
sertipikatnya sering ditemui. Disinilah peran kedua lembaga non departemen yaitu BP
Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam sangat diharapkan untuk membantu
membuktikan keabsahan produk hukum masing-masing lembaga tersebut guna
menjamin kepastian hukum atas hak kepunyaan dari pihak ketiga.

Kata kunci: Kota Batam, BP Batam, Kantor Pertanahan Kota Batam, Sertipikat,
Pertanahan



Abstract

A region that has autonomous rights must have special characteristics in terms of
governance arrangements for its territory, better known as authority. The special
authority of a region makes that region unique in several fields, especially the most
striking is the land sector. One region in Indonesia that has a special character in the
land sector is Batam City.

Batam City is one of the cities located in the Riau Islands group. What is unique
and special about Batam City is that BP Batam, formerly known as the Batam
Authority, is a non-departmental institution appointed directly by the government
based on Presidential Decree Number 41 of 1973 to manage Batam City, including
managing land in Batam City by allocating it to third parties. Third parties who wish
to obtain land allocation are required to apply BP Batam, if approved then it will
proceed with UWT payments. After the third party makes the UWT payment, BP Batam
will issue PL, SPPT, SKPT and recommendations for land registration to continue with
the next process in the form of registration. land at the Batam City Land Office.

Land registration in Batam City can be done for the first time, also known as
sporadically or systematically, through the PTSL program. In the first-time or sporadic
registration system, after the third party receives the PL, SPPT and SKPT as well as a
recommendation from BP Batam, they can immediately register the land at the Batam
City Land Office for the certification process. Land registration using the PTSL
certificate system in Batam City is different from other areas in Indonesia in general.
For PTSL certificates in Batam City, before carrying out the registration process, the
Land Office will submit a collective recommendation to BP Batam, without this
recommendation letter the PTSL certificate cannot be processed by the Batam City
Land Office. Basically, registration is to ensure legal certainty, benefits for certificate
users, and the achievement of legal objectives in land registration.

The process of registering and issuing a certificate does not always go smoothly,
lawsuits from other parties who feel they own the land for which the certificate has
been issued are often encountered. This is where the role of the two non-departmental
institutions, namely BP Batam and the Batam City Land Office, is expected to help
prove the validity of the legal products of each of these institutions in order to
guarantee legal certainty regarding the ownership rights of third parties.

Keywords: Batam City, BP Batam, Batam City Land Office, Certificate, Land
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